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KEMENDAG. Luar Negeri. Perwakilan
Perdagangan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG

PERWAKILAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja dan peran
perwakilan perdagangan di luar negeri dalam mencapai
sasaran pembangunan perdagangan melalui pelaksanaan
tugas dan fungsi unit kerja perwakilan perdagangan di
luar negeri, perlu melakukan penyederhanaan dan
penyempurnaan pengaturan mengenai perwakilan
perdagangan di luar negeri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Perdagangan tentang Perwakilan Perdagangan di

Luar Negeri;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1994 tentang
Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang
Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
09/M-DAG/PER/3/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Atase Perdagangan pada Perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 211);

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor 10/M-
DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi
Perdagangan Indonesia (Indonesian Trade Promotion
Center) di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 212) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13.1/M-
DAG/PER/3/2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010
tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan
Indonesia (Indonesian Trade Promotion Center) di Luar
Negeri;

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  08/M-
DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 353)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-
DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1157);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 91 Tahun 2018

tentang Uraian Tugas Jabatan Kantor Dagang dan



2021, No.395

Menetapkan
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Ekonomi Indoensia di Taipei (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1158);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1190);

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tetara
Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
359);

Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri
Perdagangan dan Koperasi Nomor 1016/OR/VII/82/01
dan 246/KPB/VII/82 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pusat Promosi Perdagangan Indonesia pada Perwakilan
Republik Indonesia di Luar Negeri;

Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor
SK.06/A/OT/VI/2004/01 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor
388/M-DAG/KEP/5/2011 tentang Pembinaan Pejabat
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kantor Dagang

dan Ekonomi Indonesia di Taipei;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERWAKILAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri adalah
perwakilan diplomatik dan perwakilan tertentu yang

melaksanakan urusan perdagangan, antara lain
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diplomasi, promosi, dan market intelligence di satu
wilayah kerja atau lebih di dalam wilayah Negara
Penerima atau pada Organisasi Perdagangan Dunia.

2. Penugasan pada Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri
yang selanjutnya disebut Penugasan adalah kegiatan
pemindahan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan
tugas jabatan pada Perwakilan Republik Indonesia dalam
jangka waktu tertentu.

3. Pembinaan adalah kegiatan secara berencana dan
terarah yang meliputi aspek administrasi dan substansi
dalam  rangka  peningkatan  kinerja  Perwakilan
Perdagangan di Luar Negeri.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2
Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
a. Pembinaan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri;
b. Penugasan pegawai dan pelaksanaan seleksi;
c. kinerja; dan

d. sistem pelaporan.

Pasal 3

Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri terdiri atas:

a. Duta Besar Republik Indonesia untuk World Trade
Organization pada Kantor Perutusan Tetap Republik
Indonesia di Jenewa, Swiss;

b. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei,

c. Atase Perdagangan,;

d. Konsul Perdagangan; dan

e. Indonesia Trade Promotion Centre.



